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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JL. WR. Supratman No. 4 - 7 KM.8 Tanjungpinang
Telp/Fax. 0771-4444074, bawaslu.provkepri@gmail.com
Laman : kepri.bawaslu.go.id

Tanjungpinang, 3 Juli 2019

No . 03€ /K.Bawaslu-KR/HK.08/V11/2019
Lampiran . 1 (satu) berkas
Perihal . Keterangan Tertulis Bawaslu

Provinsi Kepulauan Riau
terkait Perselisihan Hasil Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD  Kabupaten / Kota
Tahun 2019

Kepada :
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan keterangan sebagai

berikut :



4. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GERAKAN
INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA) DALAM REGISTER
PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019
4.1. DPRD PROVINSI (DAPIL KEPULAUAN RIAU 4)

4.1.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan

telah terjadi selisih perolehan suara perseorangan
(Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si) terhadap
perolehan suara perseorangan atas nama Hj. Asnah,
SE, MM di TPS 087 Kelurahan Baloi Permai
Kecamatan Batam Kota.
Terkait dalil yang dimohonkan Pemohon, Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai
berikut:
4.1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang
telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan
Riau terkait dengan hasil rekapitulasi di
Kecamatan Batam Kota diperoleh data
persandingan formulir DAA1-DPRD Provinsi
sebagai berikut :
Tabel 27

Persandingan Data DAA1-DPRD Provinsi TPS 087 Kelurahan Baloi

Permai Kecamatan Batam Kota

Nyanyang Haris Pratamura, |, =
SE, M.Si
2 | Hj. Asnah, SE, MM 3 2

4.1.1.2. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang
didalilkan Pemohon atas nama Nyanyang
Haris Pratamura, SE, M.Si pada TPS 087
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Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam
Kota terjadi kesalahan dalam input DAA1-
DPRD Provinsi yang membuat suara
Pemohon yang awalnya 4 (empat) suara
berkurang 1 (satu) menjadi 3 (tiga) suara.

4.1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang
telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan
Riau di TPS 087 Kelurahan Baloi Permai
Kecamatan Batam Kota terhadap
persandingan perolehan suara sebagaimana
didalilkan Pemohon diperoleh hasil
pengawasan suara Pemohon sebanyak 3
(tiga) suara. (Bukti PK.7-11)

4.1.1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah
melakukan pengawasan terhadap perolehan
suara Pemohon sebagaimana diperoleh data
persandingan C1-DPRD Provinsi di TPS 087
Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam

Kota, sebagai berikut:

Tabel 28
Persandingan Data C1-DPRD Provinsi TPS 087 Kelurahan Baloi
Permai Kecamatan Batam Kota

1 Nyanyang Haris Pratamura, 4 3
SE, M.Si
2 | Hj. Asnah, SE, MM 3 4

4.1.1.5. Bahwa berdasarkan hasil persandingan C1
menurut Pemohon dengan data C1 hasil

pengawasan suara yang diperoleh Pemohon
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atas nama Nyanyang Haris Pratamura.
SE,M.Si sebanyak 3 (tiga) suara. (Bukti PK.7-
12)

4.1.1.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan kepada Formulir DAA1 dan C1
hasil pengawasan tidak terjadi pergeseran
perolehan suara seperti apa yang di dalilkan
oleh Pemohon. (Bukti PK.7-11) dan (Bukti
PK.7-12)

4.1.2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
telah terjadi selisih perolehan suara Partai Gerindra
dan perolehan suara perseorangan (Nyanyang Haris
Pratamura, SE, M.Si) terhadap perolehan suara
perseorangan atas nama Hj. Asnah, SE, MM di TPS 07
Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong.

Terkait dalil yang dimohonkan Pemohon, Bawaslu

Kepri menerangkan sebagai berikut:

4.1.21. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan
yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan
Riau diperoleh data persandingan DAA1-
DPRD Provinsi sebagai berikut:

Tabel 29
Persandingan Data DAA1-DPRD Provinsi TPS 07 Kelurahan Sadai
Kecamatan Bengkong, Kota Batam

Partai Gerindra b 5]
’ Nyanyang Haris Pratamura, 8 8
SE, M.Si
2 | Hj. Asnah, SE, MM 8 8
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41.2.2.

4.1.2.3.

4.1.2.4.

4.1.2.5.

Bahwa suara Pemohon yang diiput dalam
formulir DAA1 hasil pengawasan sebesar 8
(delapan) suara. Sementara untuk suara
dari Caleg atas nama Hj. Asnah, SE, MM
berdasarkan hasil pengawasan pada
formulir DAA1 adalah sebesar 8 (delapan)
suara. (Bukti PK.7-13)

Bahwa dalam dalil  permohonannya
Pemohon mendalilkan adanya kesalahan
input data yang terjadi pada Formulir DAA1
yang membuat suara Pemohon atas nama
Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si
menjadi berkurang dan membuat suara dari
Caleg atas nama Hj. Asnah, SE, MM
bertambah 1 (satu) suara.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya
pengurangan suara untuk suara Partai
Gerindra. Berdasarkan formulir DAA1 hasil
pengawasan diperoleh data suara untuk
Partai Gerindra adalah sebesar 5 (lima)
suara.

Bahwa dari hasil pengawasan yang telah
dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
terhadap apa yang telah didalilkan Pemohon
tersebut, maka diperoleh persandingan data
C1-DPRD Provinsi sebagai berikut:
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Tabel 30

Persandingan Data C1-DPRD Provinsi TPS 07 Kelurahan Sadai
Kecamatan Bengkong Kota Batam

Partai Gerindra

33 33

4 Nyanyang Haris Pratamura, 9 9
SE, M.Si

2 | Hj. Asnah, SE, MM Vi 7

4.1.2.6.

4.1.2.7.

4.1.2.8.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
dari data C1 hasil pengawasan yang telah
didapatkan dari TPS 07 Kelurahan Sadai
Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut
diperoleh data suara yang didapatkan
Pemohon adalah sebesar 9 (sembilan)
suara sedangkan untuk Caleg atas nama Hj.
Asnah, SE, MM sebesar 7 (tujuh) suara.
(Bukti PK.7-14)

Bahwa dari apa yang telah didalilkan
Pemohon perseorangan tersebut juga
mempermasalahkan suara yang didapatkan
oleh Partai Gerindra. Dari data persadingan
yang ada diatas suara Partai Gerindra dari
Formulir C1 hasil pengawasan didapatkan
suara sebesar 33 (tiga puluh tiga) suara.
(Bukti PK.7-14)

Bahwa dari data persandingan formulir
DAA1 dan juga data C1 hasil pengawasan
tersebut terdapat perbedaan data yang
dimasukkan oleh KPU antara suara yang
didapatkan Pemohon dan juga Partai
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41.2.9.

4.1.2.10.

Gerindra pada saat input C1 dan pada saat
input data DAA1.

Bahwa terhadap data yang dipermasalahkan
Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau berdasarkan hasil
pengawasan yang telah dilakukan menerima
adanya laporan keberatan yang diajukan
baik dari Pemohon secara perseorangan
ataupun dari Saksi Partai Gerindra.
Terhadap terjadinya kesalahan dalam input
data tersebut, berdasarkan hasil
pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan
Riau telah dilakukan perubahan kembali
sebagaimana dituangkan dalam berita
acara. (Bukti PK.7-15)

Bahwa dari hasil pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan
Riau dan jajarannya ditemukan bahwa telah
terjadi proses sinkronisasi dan penghitungan
suara ulang yang dilakukan pada saat rekap
rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK.
Dari hitung ulang tersebut, diperoleh data
persandingan terhadap C1.Plano Digital-
DPRD Provinsi sebagai berikut:
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Tabel 31
Persandingan Data C1-DPRD Plano Digital Provinsi TPS 07

Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam

Partai Gerindra 33 5

Nyanyang Haris Pratamura, 9 8
SE, M.Si
Hj. Asnah, SE, MM 7 8

41.211. Bahwa dari proses sinkronisasi yang
dilakukan pada saat rekap kecamatan, suara
yang didapatkan Pemohon dan suara Partai
Gerindra yang ada di DAA1 sama dengan
jumlah suara yang ada di C1 Plano Digital
hasil pengawasan. (Bukti PK.7-16)

4.1.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
terjadi  selisih perolehan suara perseorangan
(Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si) terhadap
perolehan suara perseorangan atas nama Hj. Asnah,
SE, MM di TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan
Bengkong Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kepri

menerangkan sebagai berikut:

4.1.3.1. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan

terhadap DAA1-DPRD Provinsi TPS 59
Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota
Batam diperoleh data persandingan sebagai
berikut:
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Tabel 32

Tabel Persandingan DAA1-DPRD Provinsi TPS 59 Kelurahan

Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam

Nyanyang Haris Pratamura, 0 0
SE, M.Si
Hj. Asnah, SE, MM 23 23

4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.3.4.

Bahwa Bawaslu Kepri berdasarkan data DAA1
hasil pengawasan yang didapatkan dari TPS
59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong
Kota Batam tersebut diperoleh data suara
yang didapatkan Pemohon adalah sebesar 0
(nol) suara sedangkan untuk calon legislatif
atas nama Hj. Asnah, SE, MM sebesar 23
(dua puluh tiga) suara. (Bukti PK.7-13)

Bahwa di dalam permohonannya Pemohon
mendalilkan bahwa terjadi kesalahan di dalam
input data DAA1 yang membuat suara dari
Pemohon menjadi berkurang. Pemohon
mendalilkan berdasarkan data C1 Pemohon
perolehan suara yang didapatkan Pemohon 1
(satu) suara sedangkan untuk suara dari Caleg
atas nama Hj. Asnah, SE, MM adalah sebesar
21 (dua puluh satu) suara.

Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh
Pemohon  tersebut, Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau dan jajaranya kemudian
melakukan investigasi berkaitan dengan

proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan
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Bengkong. Dari apa yang telah dilakukan
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan
jajarannya  tersebut, kemudian  terjadi
pembukaan C1 Plano oleh PPK untuk
kemudian  dilakukan  penghitungan dan
sinkronisasi suara di TPS 59 Kelurahan Sadai.
Berdasarkan data hasil pengawasan, maka
diperoleh data persandingan C1 Plano Digital-
DPRD Provinsi untuk TPS 59 Kelurahan
Sadai, sebagai berikut:

Tabel 33
Tabel Persandingan Data C1 Plano Digital TPS 59 Kelurahan Sadai
Kecamatan Bengkong Kota Batam

SE, M.Si

Nkyanyang Hansb‘ratamura, 1 0

2 | Hj. Asnah, SE, MM

21 23

4.1.3.5.

Bahwa dari hasil pengawasan yang telah
dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
dan jajarannya tersebut tidak ditemukan
terjadinya pergeseran suara antara Pemohon
dengan Caleg nomor urut 2 atas nama H;.
Asnah, SE, MM. Dari kesalahan penulisan
jumlah suara yang ada di C1 telah dilakukan
sinkronisasi dan hitung ulang oleh Pihak PPK.
Hasil pengawasan berupa Formulir C1 Plano
Digital. (Bukti PK.7-17)
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4.1.4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan

terjadi  selisih  perolehan suara perseorangan

(Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si) terhadap

perolehan suara perseorangan atas nama Hj. Asnah,

SE, MM di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut

Kecamatan Bengkong.

Terkait dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kepri

menerangkan sebagai berikut:

4.1.4.1. Bahwa Berdasarkan data hasil pengawasan
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan
jajarannya terhadap DAA1-DPRD Provinsi
TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan
Bengkong Kota Batam diperoleh data
persandingan sebagai berikut:

Tabel 34

Tabel Persandingan DAA1 TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut

Kecamatan Bengkong Kota Batam

1 ’Nyanyang Haris Pratamura, 1 1
SE, M.Si
2 | Hj. Asnah, SE, MM 11 11

4.1.4.2. Bahwa Bawaslu Kepri dari data DAA1 hasil
pengawasan yang telah didapatkan dari TPS
41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan
Bengkong Kota Batam tersebut diperoleh data
suara yang didapatkan Pemohon adalah
sebesar 1 (satu) suara sedangkan untuk calon
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4.1.4.3.

41.4.4.

legislatif atas nama Hj. Asnah, SE, MM
sebesar 11 (sebelas) suara. (Bukti PK.7-13)
Bahwa dalam pokok permohonnya, Pemohon
mendalilkan bahwa terdapat kesalahan input
formulir DAA1 yang membuat suara Nyanyang
Haris Pratamura, SE, M.Si berkurang dan
membuat suara untuk Caleg nomor 2 atas
nama Hj. Asnah. SE, MM terdapat
penambahan sebesar 10 (sepuluh) suara:;
Bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan
Pemohon terhadap formulir DAA1 hasil
pengawasan tersebut, maka diperoleh data
persandingan Formulir C1-DPRD Provinsi
sebagai berikut ini:

Tabel 35

Tabel Persandingan Data C1-DPRD Provinsi TPS 41 Kelurahan

Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam

SE, M.Si

Nyanyang Haris Pratamura,

11 11

Hj. Asnah, SE, MM

4.1.4.5.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan data C1-DPRD Provinsi hasil
pengawasan yang telah didapatkan dari TPS
41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan
Bengkong Kota Batam tersebut diperoleh data
suara yang didapatkan Pemohon adalah
sebesar 11 (sebelas) suara sedangkan untuk
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4.1.4.6.

calon legislatif atas nama Hj. Asnah, SE, MM
sebesar 1 (satu) suara. (Bukti PK.7-18)
Bahwa terhadap apa yang terjadi di TPS 41
Kelurahan  Bengkong Laut Kecamatan
Bengkong Kota Batam tersebut, Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan
pengawasan dan investigasi. Hasil
Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau telah dilakukan pembukaan
dan proses hitung ulang di TPS 41 Kelurahan
Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota
Batam pada saat rekapitulasi tingkat
Kecamatan oleh PPK. Dari hasil pengawasan
tersebut didapatkan tabel persandingan
C1.Plano Digital-DPRD Provinsi sebagai
berikut :

Tabel 36

Tabel Persandingan Data C1 Plano Digital-DPRD Provinsi TPS 41
Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam

SE, M.Si

Nyanyang Haris Pratamura,

1l 1

2 | Hj. Asnah, SE, MM

41.4.7.

Bahwa dari hasil pengawasan yang telah
dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
dan jajarannya tersebut tidak ditemukan
terjadinya pergeseran suara antara Pemohon

dengan Caleg nomor urut 2 atas nama Hij.
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Asnah, SE, MM. Terhadap kesalahan
penulisan jumlah suara yang ada di C1 telah
dilakukan sinkronisasi dan hitung ulang oleh
Pihak PPK. Hasil pengawasan berupa Formulir
C1 Plano Digital. (Bukti PK.7-19)

4.1.5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
telah terjadi selisih perolehan suara perseorangan
(Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si) terhadap
perolehan suara perseorangan atas nama Hj. Asnah,
SE, MM di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut
Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi

Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

4.1.5.1. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan
terhadap DAA1-DPRD Provinsi TPS 42
Kelurahan  Bengkong Laut Kecamatan
Bengkong Kota Batam hasil pengawasan

diperoleh data persandingan sebagai berikut:

Tabel 37
Tabel Persandingan Data DAA1-DPRD Provinsi TPS 42
Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam

Nyanyang Haris 12 | 5
Pratamura, SE, M.Si

2 | Hj. Asnah, SE, MM

(Tidak Disebutkan

dalam Permohonan) 16

4.1.5.2. Bahwa Bawaslu Kepri dari data DAA1-DPRD
Provinsi  hasil pengawasan vyang telah
didapatkan dari TPS 42 Kelurahan Bengkong
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4.1.5.3.

4.1.5.4.

Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam
tersebut diperoleh data suara yang didapatkan
Pemohon adalah sebesar 2 (dua) suara
sedangkan untuk calon legislatif atas nama H;j.
Asnah, SE, MM sebesar 12 (dua belas) suara.
(Bukti PK.7-13)

Bahwa dalam pokok permohonnya, Pemohon
mendalilkan bahwa terdapat kesalahan input
formulir DAA1 yang membuat suara Nyanyang
Haris Pratamura, SE, M.Si berkurang dan
membuat suara untuk Caleg nomor 2 atas
nama Hj. Asnah. SE, MM terdapat
penambahan sebesar 10 (sepuluh) suara;
Bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan
Pemohon terhadap formulir DAA1-DPRD
Provinsi hasil pengawasan tersebut, maka
diperoleh data persandingan Formulir C1-

DPRD Provinsi sebagai berikut ini :

Tabel 38

Tabel Persandingan C1-DPRD Provinsi TPS 42 Kelurahan Bengkong

Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam

1 Nyanyang Haris

Pratamura, SE, M.Si

2 2

(Tidak Disebutkan

2 Hj. Asnah, SE, MM Dalam 16
Permohonan)
4.1.5.5. Bahwa Bawaslu Kepri dari data C1-DPRD

Provinsi  hasil pengawasan vyang telah
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4.1.5.6.

41.5.7.

didapatkan dari TPS 42 Kelurahan Bengkong
Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam
tersebut diperoleh data suara yang didapatkan
Pemohon adalah sebesar 2 (dua) suara
sedangkan untuk calon legislatif atas nama Hj.
Asnah, SE, MM sebesar 16 (enam belas)
suara. (Bukti PK.7-20)
Bahwa dari data persandingan C1 dan DAA1
hasil pengawasan Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau tidak didapatkan perbedaan
suara yang diperoleh oleh Pemohon antara
suara yang ada di C1 hasil pengawasan
dengan suara Pemohon yang ada di formulir
DAA1 hasil pengawasan.
Bahwa Terhadap permohonan Pemohon yang
mendalilkan telah terjadinya pengurangan
suara Pemohon yang mengakibatkan suara
Caleg Partai Gerindra atas nama Asnah, SE,
MM menjadi bertambah dan memperolah
kursi. Berdasarkan hasil Pengawasan yang
dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
didapatkan persadingan data perolehan suara
antara Pemohon dengan Caleg Nomor 2 Atas
Nama Asnah, SE, MM sebagai berikut:

Tabel 39

Persandingan DC1 DPRD Provinsi Dapil 4 Kota Batam

SE, M.Si

Nyanyang Haris Pratamura,

7534 7518

Hj. Asnah, SE, MM

7497 7523
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4.1.5.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang
dilakukan Bawaslu Kepri suara yang diperoleh
oleh Caleg Partai Gerindra atas nama H;j.
Asnah, SE, MM sebesar 7,523 (tujuh ribu lima
ratus dua puluh tiga) suara sementara
perolehan suara pemohon sebesar 7,518
(tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga) suara.
(Bukti PK.7-21)

4.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 6)

4.2.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
adanya tindakan masif berupa penggelembungan
suara terhadap partai lainnya yang mengakibatkan
Pemohon tidak bisa memperoleh kursi terakhir DPRD
Kota Batam, Dapil Batam 6, Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam

menerangkan sebagai berikut:

4.2.1.1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang
dilakukan oleh Pemohon didalam pokok
permohonan Pemohon, Pemohon memperoleh
suara sebesar 13,664 (tiga belas ribu enam
ratus enam puluh empat) suara. Sementara
itu, berdasarkan hasil penghitungan yang
dilakukan oleh Termohon didalam pokok
permohonan Pemohon, Pemohon hanya
memperoleh suara sebesar 13,360 (tiga belas
ribu tiga ratus enam puluh) suara.

4.21.2. Bahwa Oleh karena adanya perbedaan
penghitungan  perolehan  suara  antara

Pemohon dan Termohon, maka Bawaslu Kota
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4.2.1.3.

Batam melakukan perbandingan data hasil
penghitungan perolehan suara Pemohon.
Berdasarkan data Sertifikat Rekapitulasi
Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota,
Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan
Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, Dapil
Batam 6, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau, yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam
dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu Kota Batam.

Bahwa Adapun rincian perolehan suara
Pemohon berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota,
DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1 DPRD
Kab/Kota, Dapil Batam 6, Kota Batam, yang
dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam dari hasil
pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Batam adalah sebagai berikut: (Bukti
PK.7.6-18)
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Tabel 40

Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan

Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam

PKB 3,940 694 4634 3,940 694 4634 4634

GERINDRA 11,338 2,022 | 13360 | 11,338 2,022 | 13,360 13,360

PDI-PERJUANGAN 10,812 654 11,466 10,812 654 11,466 11,466

GOLKAR 4,852 1,211 6,063 4,852 1211 6,063 6,063

NASDEM 9,363 3,509 | 12,872 9,363 3,509 | 12,872 12,872

GARUDA 378 58 436 378 58 436 436

BERKARYA 1,062 47 1,109 1,062 47 1,109 1,109

PKS 6,056 447 6,503 6,056 447 6,503 6,503

PERINDO 1,079 64 1,143 1,079 64 1,143 1,143

10 pPp 2,205 354 4,553 2,205 2,354 4,559 4,559

11 PSI 757 17 774 757 17 774 774

12 PAN 6,096 100 6,156 6,096 100 6,196 6,196

13 HANURA 2,318 13 2,431 2,318 113 2,431 2,431

14 DEMOKRAT 3,944 66 4,010 3,944 66 4,010 4,010

15 PBB 625 10 635 625 10 635 635

16 PKPI 42 3 45 2 3 45 45
4.214. Bahwa Berdasarkan tabel diatas, yang

merupakan data dari DAA1-DPRD Kab/Kota,
DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1 DPRD
Kab/Kota, Dapil Batam 6, Kota Batam terlihat
13,360

(tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara.

perolehan suara Pemohon sebesar

4.2.2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan

adanya perubahan perolehan suara antara Formulir C1
ke Formulir DAA1.
Terkait dalil permohonan yang diajukan Pemohon

tersebut, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai
berikut:

4.2.2.1. Bahwa

oleh karena adanya perbedaan
penghitungan perolehan suara antara Formulir

C1 dan DAA1 sebagaimana yang didalilkan
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4222

oleh Pemohon, maka Bawaslu Kota Batam
melakukan perbandingan data hasil
penghitungan perolehan suara Pemohon dan
Pihak Terkait berdasarkan data DAA1 yang
dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam dari hasil
pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Batam.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil
Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu
Kecamatan  Sekupang dan  Panwaslu
Kecamatan Belakang Padang yang
merupakan jajaran dari Bawaslu Kota Batam
pada saat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di tingkat kecamatan, didapati
bahwa pengisian atau pencatatan pada
Formulir ~ Model DAA1-DPRD  Kab/Kota
menggunakan  C1 Plano dan tidak
menggunakan Formulir Model C1. Hal ini
dilakukan karena adanya perbedaan
perolehan suara pada Formulir Model C1 yang
dimiliki PPK, Panwaslu Kecamatan dan saksi-
saksi. Hal ini dilakukan juga mengingat adanya
surat dari KPU Kota Batam No. 102 / PL.01.7-
SD / 2171 / Kota / IV / 2019 perihal
rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam No.
173 / K-KR-07 / TU.00.01 / IV / 2019 tentang
penggunaan C1 Plano sebagai acuan
rekapitulasi. Dengan kata lain, perolehan
suara yang tertuang didalam DAA1-DPRD
Kab/Kota merupakan hasil dari apa yang ada
di C1 Plano. Sehingga C1 Plano merupakan

acuan rekapitulasi penghitungan perolehan
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suara terhadap Formulir Model DAA1-DPRD
Kab/Kota. (Bukti PK.7.6-24)

Tabel 41
Perbandingan Perolehan Suara Berdasarkan Dalil Pemohon dan

Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam

1 50 |Sungai Harapan Sekupang Gerindra 35 19 138
2 34 |Sungai Harapan Sekupang Gerindra 40 21 21
3 41 |Sungai Harapan Sekupang Gerindra 52 45 12
4 15 |Sungai Harapan Sekupang Gerindra 30 28 28
5 37 [Sungai Harapan Sekupang Gerindra 54 53 53
6 37 |Tiban Baru Sekupang PKB 3 4 11
7 42 |Tiban Baru Sekupang PKB 0 2 2
8 27 |Patam Lestari Sekupang PKB 9 29 29
9 51 |Patam Lestari Sekupang PKB 1 81 81
10 | 59 |TibanBaru Sekupang Gerindra 11 10 10
11 7 |Tanjung Sari Belakang Padang Serdr 2 Zl 5
PKB 3 4 4
12 3 |Tanjung Sari Belakang Padang ppp 32 35 35
13 | 16 [Tanjung Sari Belakang Padang PPP 85 86 86
14 | 19 |Tanjung Sari Belakang Padang PPP 32 34 34
15 | 13 |Tanjung Sari Belakang Padang ppp 13 83 83
16 | 29 |TanjungRiau Sekupang Gerindra 19 10 10
17 | 10 |TanjungRiau Sekupang Gerindra 16 11 11
13 8§ |TibanLama Sekupang PKB 3 13 13
i3 10 |Sekanak Raya Belakang Padang Gerindra 8 3 3
20 2 |Patam Lestari Sekupang Gerindra 25 14 24
21 | 47 |Patam Lestari Sekupang Gerindra 27 14 21
22 | 10 [Tanjung Riau Sekupang Gerindra 16 11 31
23 | 29 |TanjungRiau Sekupang Gerindra 24 19 10
24 | 26 |TanjungRiau Sekupang Gerindra 55 51 51
25 11 |TanjungRiau Sekupang Gerindra 4 0 4
26 5 |Tanjung Riau Sekupang Gerindra 62 34 34
27 | 23 |Tibanindah Sekupang L =0 2 =

PKB 0 6

28 1 |PulauTerong Belakang Padang Garuda 9 7
PDIP 25 26 26
29 5 |PulauKasu Belakang Padang Garuda 1 0 0
Perindo 1 0 0
Gerindra 30 28 28
30 | 15 |SungaiHarapan Sekupang PKS 17 15 15
Demokrat 9 8 8
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4.2.3.

4.2.2.3. Bahwa dari tabel diatas terlihat adanya
perbedaan penghitungan yang dilakukan oleh
Pemohon dan hasil pengawasan vyang
dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan

total perolehan suara Pemohon sebesar 13.364 (tiga

belas ribu tiga ratus enam puluh empat) suara termasuk

perolehan suara calon legislatif yang berada di partai

Pemohon yaitu Partai Gerindra.

Terkait dalil yang dimohonkan Pemohon tersebut,

Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

4.2.3.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam melakukan
perbandingan perolehan suara Pemohon
beserta calon legislatif yang berada pada
Partai Pemohon. Berikut rincian perolehan
suara Pemohon berikut calon legislatifnya:
(Bukti PK.7.6-18)

Tabel 42

Perbandingan Perolehan Suara Calon Legislatif Partai Gerindra dan

Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Pad Dapil 6, Kota Batam,

Provinsi Kepulauan Riau

GERINDRA

1,94 1,490 170 1,660 1,4%0 170 1,660

Iman Setiawan, SE

7,658 5,898 1,750 7,648 5,898 1,750 7,648

Capt. Luther Jansen, MM

3,265 3171 78 3,255 3177 78 3,255

1

2

3 [Tatu Sarifah 161 156 5 161 156 5 161

4 |Mokhamat Mansur 329 320 8 329 320 9 329 329

5 |Ririn Marina, SH 206 201 5 206 201 5 206 206

6 |Gunawan 82 77 5 82 77 5 82 82

7 |Aidarlis 19 19 - 19 19 - 19 19
TOTAL 13,664 13,360 13,360 13,360
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4.23.2.

4.2.3.3.

4.2.3.4.

Bahwa dari tabel diatas terlihat bahwa total
perolehan suara Pemohon sebesar 13,360
(tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara
dan perolehan suara calon legislatif nomor urut
2 dari partai Gerindra, Dapil Batam 1, Kota
Batam sebesar 3,255 (tiga ribu dua ratus lima
puluh lima) suara.

Bahwa selain  melakukan  pengawasan
terhadap perolehan suara Pemohon dan pihak
terkait sebagaimana yang telah dijelaskan
diatas, Bawaslu Kota Batam juga melakukan
pengawasan terhadap segala bentuk
pengajuan saksi pada rekapitulasi
penghitungan  perolehan suara ditingkat
Kecamatan  Sekupang dan Kecamatan
Belakang Padang.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang
dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan
Sekupang dan Panwaslu Kecamatan
Kecamatan Belakang Padang yang merupakan
jajaran dari Bawaslu Kota Batam, didapati hasil
bahwa tidak terdapat keberatan yang diajukan
oleh Pemohon terkait dengan perolehan suara
Pemohon. Pada saat rekapitulasi ditingkat Kota
Batam pun, Pemohon tidak mengajukan
keberatan terkait dengan hasil perolehan suara
Pemohon. Serta Pemohon atau saksi dari
Pemohon juga telah menandatangani Berita
Acara  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kota Batam yang
dilampiri dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Perolehan Suara Formulir Model DB1-DPRD
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Kab/Kota, Dapil Batam 1, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau. (Bukti PK.7.6-25)
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